WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan

pemanfaatan, pengawasan, pengendalian,
pengamanan, dan pendapatan objek pemanfaatan
tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah
Kota Bandung dalam bentuk sewa, perlu dibentuk
suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang khusus
melaksanakan hal tersebut;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, pada Dinas
Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan;



Mengingat

C.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah,
ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi,
uraian tugas serta tata kerja organisasi UPTD pada
Badan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Bandung;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022
Nomor 71);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung.

Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima

imbalan uang tunai.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD

Pemanfaatan Tanah pada Badan.

Pasal 3
UPTD Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah UPTD Pemanfaatan Tanah Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4
UPTD Pemanfaatan Tanah merupakan salah satu unit
organisasi di lingkungan Badan dan dipimpin oleh Kepala
UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan organisasi UPTD Pemanfaatan Tanah terdiri
atas:
a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

UPTD Pemanfaatan Tanah dipimpin oleh seorang

Kepala.

Kepala UPTD Pemanfaatan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan
teknis  penunjang Badan lingkup pelayanan
pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik

Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk Sewa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala UPTD Pemanfaatan Tanah

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan operasional pelayanan pemanfaatan
tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah
Daerah Kota dalam bentuk Sewa;

b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pemanfaatan
Tanabh;

c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional
pelayanan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
milik Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk Sewa;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala UPTD Pemanfaatan Tanah adalah

sebagai berikut:

a. menyusun rencana program Kkerja dan bahan
penetapan kinerja UPTD Pemanfaatan Tanah;

b. membina, membagi dan mengarahkan tugas
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai

secara efektif dan efisien;



(1)

(2)

(3)

c. melaksanakan layanan  pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota
dalam bentuk Sewa;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pemanfaatan tanah dan/atau
bangunan milik Pemerintah Daerah Kota dalam
bentuk Sewa;

e. melaksanakan pengamanan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau  bangunan  milik
Pemerintah Daerah Kota yang disewakan;

f. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup
UPTD Pemanfaatan Tanah;

g. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup
UPTD Pemanfaatan Tanah;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
membantu Kepala UPTD Pemanfaatan Tanah dalam
melaksanakan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di
lingkungan UPTD Pemanfaatan Tanah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di
lingkungan UPTD Pemanfaatan Tanah,;
b. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan
UPTD Pemanfaatan Tanah;



c. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan UPTD Pemanfaatan Tanah,;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah
sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kerja dan bahan
penetapan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;

b. membina, membagi dan mengarahkan tugas
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan
umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai
secara efektif dan efisien;

c. melaksanakan administrasi persuratan yang
meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian
dan pengiriman naskah dinas;

d. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah
dinas dan dokumentasi kedinasan;

e. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan,
kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan
keamanan serta pelayanan administrasi UPTD
Pemanfaatan Tanah;

f. melaksanakan administrasi pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data
serta dokumentasi kepegawaian,;

g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi
penatausahaan barang milik daerah lingkup UPTD
Pemanfaatan Tanabh;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada UPTD
guna pencapaian target organisasi.

BAB VI
JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

(1) Jabatan Pelaksana pada UPTD dibentuk sesuai dengan
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melakukan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas,
fungsi dan uraian tugas masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib
menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian
internal di lingkungan kerjanya untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja yang terintegrasi.

(3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk
dalam pelaksanaan tugas.

(4) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk
serta  bertangungjawab  kepada atasan = serta
menyampaikan laporan tepat waktu.



10

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
HIKMAT GINANJAR

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALABAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMANFAATAN TANAH

KEPALA UPTD

KEPALA SUB BAGIAN

JABATAN FUNGSIONAL
dan JABATAN
PELAKSANA

TATA USAHA

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

- »

SBAGIAN HUKUM
w?,\

RAH KOTA BANDUNG,



